
ten tang 
Dalam 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 
(6), Pasal 12 ayat (3), Pasal l7 ayat (6), dan Pasal 22 
ayat (7) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang 1-Iak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dalam mernberikan 
penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah, maka perJu diatur 
mengenai kemampuan keuangan daerah dan hak 
keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabuparen Jepara untuk tahun 2018; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA &SA 

PENENTUAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 

TENTANG 

PERATURAN BUPATJ JEPARA 
NOMOR 6 TAHUN 2018 

BUPATI JEPARA 
PROVlNSl JAWA TENCAH 

Mengingat 

Menimbang 



9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah R:abupaten Jepara Tahun 
2006 Nomor 10, Tambahan L..embaran Daerah 
l{abupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana cli ubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten -Jepara Nomor 10 Tabun 2006 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 10); 

3 Undang-Undang Noma:- 1 Tahun 200+ tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20().! l'iomor S, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 Undang-Undang Non:xr 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan .\ntara Pemerintab Pusat dan 
Pemenntahan Daerah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan 
L..embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peranuan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (L..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201.i Nomor 244, Tambahan 
L..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana celab beberapa kali diubah terakhtr 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keclua Atas lJndang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(L..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Peme:rintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara (L..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 106, Tambahan L..embaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 6057); 



Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintab Daerah adaJah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintaban Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjacli kewenangan daerah otonorn. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjumya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 

PasaJ l 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

JEPARA TAHUN 2018. 

BUPATI TENTANG PENENTUAN 
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN 

PERA1'URAN 
KEMAMPUAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Pembenrukan Peraruran Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 
Nomor 15, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 13): 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan AdministratiI 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rak-yat 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tarnbahan 
Lernbaran Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 6); 

12. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab 
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20 u ten tang Peru bah an Kedua Atas Peraruran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13 Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor l 067); 



Penghirungan kemaropuan keuangan ~ sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2 sebagai berikut: 

a P-ida:patan Umum Daerah 

Pasal 3 

( 1) Kernarnpuan keuangan daerah £Lb.tung berdasarkan besaran 
pendapatan umum daerah dikurangi ::ielan;a pegawai aparatur sipil 
negara. 

(2) Pendapatan umu.m daerah aebagaimana cbroaksud pada ayat (I) terdi.ri 
atas pendapacan asli daerah, dana bagi hasil. dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana diroakslrl pada ayat (ll terdiri atas 
belanja gaji dan tunjangan serta •a"'l"bahan penghasilan pegawai 
apararur sipil negara, 

(4) Data yang digunakan sebagai dasar penghltungan kemampuan 
keuangan daerah sebagaimana d•rnaks:1d pada ayal (1) merupakan 
data realisasi APBD 2 [dua] lahun a:yarao sebelumnya dari tahun 
anggaran yang drrencanakan. 

Pasal 2 

BAB II 
KEMAMPUAN KEUANG.1>.'l DAERAH 

Bagian Kesan, 
Fonnulasi Penghin.ngan 

5. Punpinan DPRD adalah Ketua dan al:il Ketua DPRD Kabupaten 
Jepara. 

6. Anggota DPRD adalah Anggoca DPRD ii:&ouparen Jepara. 

7 Kemampuan Keuangan Daerah a,ia?--ah klasifikasi suaru daerah 
untuk menentukan kelompok kema:::;,uan keuangan daerah yang 
ditetapkan berdasarkan formula sebaga; dasar penghicungan besaran 
Tunjangan Komunikasl intensif Tt...,Jangan Reses, dart Dana 
Operasional Pimpinan DPRD 

8. Tunjangan Komunikasi lntensif, selanp:tnya disebut TKI adalah uang 
yang diberikan kepada Pimpinan da;- Anggota DPRD setiap bulan 
dalam rangka mendorong peningkatan .anerja Pimpinan dan Anggota 
DPRD. 

9. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan 
DPRD dan Anggota DPRD setiap mew......kan reses. 

10. Dana Operasional Pimplnan OPRD selanjutnya disebut Dana 
Operasional adalah dana yang d1sed ak:ao Pimpinan DPRD setiap 
bu Ian untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebur ... 'tan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD srhari-hari. 



{11 Tunjangan komunikasi intensif du:JC""ikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sesuar c.eoga.n kemampuan keuaogan 
daerah. 

Pasal 5 

( l) Deogan Peoghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapaian umum 
daerah dikurangi belanja apararur Sll)il negara. diperoleh besaran 
Rp.507.009.494.493,- (lima ratus ruju~ milyar sembilao jura empat 
ratus sembilan puluh empat rlbu empar rarus sembilan puluh tiga 
rupiah). 

(2) Dengan besaran sebagaimana dimassud pada ayar [l l, maka 
Kabupaten Jepara masuk dalam ka·..egori kemampuan keuangan 
daerah kelompok sedang. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Penentuan Kemarnpuan ~angan Daerah 

b. Belanja Pegawai Apararur Sipil Nega..:.: 

No Uraian Tahun 2016 
1 Gaji Pokok ASN Rp. 476.592.490.827,- 
2 Tunjangan Keluarga Rp. 42.612.367.393,- 
3 Tunjangan Jabatan Rp. 7.265.795.000,- 
4 Tunjangan Fungsronal Rp. 31.886.456.000.- 
5 Tunjangan fungsional Umum Rp. 6.488. 126.040,- 
6 Tunjangan Beras Rp. 24 .576.344.812.- 
7 Tunjangan ?Ph/ runjangan khusus Rp. 3.769.351.458,- 
8 Pembulatan Gaji Rp. 5.978.599,- 
9 luran Assuransi Kesehatan Rp. 13.429.032.195,- 
10 Jaminan kecelakaan kerja Rp. 978.689.959,- 
1 1 Ja.m.inao kematian Rp. 1.223.354.061,- 
12 Tarnbahan penghasilan PNS Rp. 37.854.388.500,- 
13 Tunjangan guru Rp. 213.123.475.281,- 

Jumlah: Rp. 859 .805.849 .608 .- 

Tahun 2016 
Rp. 322.509. 753.285, 
Rp. 43.932.231.816, 
Rp 1.000.373.359.000, 
Rp. l.366.815.344.101,- 

No Urai.an 
l Pendapatan Asli Daerah 
2 Dana Bagi Hasil 
3 Dana Alokasi Umum 

Jumlah- 



Dengan berlakunya Peraturan ini. maka itacuran Bupati Jepara Nomor 
37 Tahun 2017 ten tang Kemampuan Ke~ Daerah clan Hak Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakizn Rakyat Daerah l{abupaten 
Jepara (Senta Daerah Kabupaten Jepe.r2 Tahun 2017 Nomor 37), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan 3:::;iati Jepara Nomor 45 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraruraa &;Jati Jepara Nomor 37 Tahun 
2017 tencang Kemampuan Keuangan Daeuh dan Hak Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Pe.rwakilan Rakyat 0¥-rah Kabupaten Jepara (Belita 
Daerah Ka bu paten Jepara Tahun 2017 ~o::x- .!5J, dicahut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal8 

BAB Ill 
KETENTUAN PEN'..'TUP 

(1) Dana OperasionaJ diberikan setiap bwan kepada Ketua dan Wakil 
Ketua DPRD sesuai dengan kemempuan daerah. 

(2) Dengan kondisi kernampuan keuangan claerah termasuk dalam 
keloropok sedang sebagaimana dimaksun Pasal 4 ayat (2), maka Dana 
Operasional diberikan dengan ketentuar sebagai berikut: 
a. Ketua. sebanyak 4 (ernpat] kali dan uang representasi ketua DPRD. 
b. Wakil I<etua, sebanyak 2,5 Idua koma lima) kali dari uang 

representasi Wakil ketua DPRD. 

Pasal 7 

( l J Tunjangan Reses diberlkan setiap melaksanakan reses kepada 
Pimpman da.n Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. 

(2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasu.k dalam 
kelompok sedang sebagaimana dimaksua. pada Pasal 4 ayat (2), maka 
Tunjangan Reses diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD 
sebanyak 5 (lima) kali dan uang represeatasi ketua DPRD. 

Pasal 6 

(2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam 
kelompok sedang sebagaimana diroaks«;f pada Pasal .f ayat (2), maka 
Tunjangan Komurukasi lntensif dibe.-Jam kepada pimpinan dan 
anggota DPRD sebanyak 5 (lima] kah dan uang representasi ketua 
DPRD. 



Dengan berlakunya Peraturan ini. ma\.n ?caruran Bupati Jepara Nomor 
37 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keua::.i;;lll Daerahdan Hak Keuangan 
Pirrrpinan dan Anggota Dewan Perwakr ..,.., Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara (Berira Daerah Kabupaten JepE,."2 Tahun 2017 Nomor 37), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan 3:.;iatt Jepara Nomor 45 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peratunm B:.;,ati Jepara Nomor 37 Tahun 
2017 ten tang Kemampuan Keuangan 0at"T2'7 dan H.ak Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Pe.rwakilan Rakyat ~ Kabupaten Jepara (Serita 
Daerah Ka bu paten Jepara Tahun 2017 No::::3.- ~5), dicabut dan dinyata.kao 
tidak berlaku. 

Pasal6 

BAB lll 
KETENTUAN PDi }TI.JP 

(1) Dana Operasional diberikan setiap bl..!azi kepada Ketua dan Wakil 
Ketua DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. 

(2) Dengan kondisi kemampuan la:uangan daerah termasuk dalam 
kelompok seda.og sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana 
Operasional diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Ketua, sebanyak 4 (empat) kali dan uang representasi ketua DPRD. 
b. Wakil Kerua, sebanyak 2.5 (dua koma lima) kali dari uang 

representasi Wakil ketua DPRD. 

Pasal 7 

( 1 J Tunjangan Reses diberlkan setiap i:.elaksanakan reses kcpada 
Pirnpman dan Anggota DPRD sesuai de!'_gan kemampuan daerah. 

(2) Dengan kondisi kernarnpuan keuangan daerah termasuk dala.m 
kelornpok sedang sebagaimana dimaksao pada Pasal 4 ayat (2), maka 
Tunjangan Reses diberikan kepada :mipinan dan anggot.a DPRD 
sebanyak 5 (lima) kali dari uang represemasi ketua DPRD. 

Pasal 6 

121 Dengan kondisi kemampuan keuangaa daerah tennasuk dalam 
kelompok sedang sebagaimana dirnaks .. : pada Pasal 4 ayat (2), maka 
Tunjangan Komurukasi lntensif drt,erJam kepada pimpinan dan 
anggota DPRD sebanyak 5 (lima] kah dan uang representasi ketua 
DPRD. 



NOMOR 6 SERITA DAERAll KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tangga) 15 Janua ri 2018 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 15 Januari 2018 

orang mengetahuinya rnernerintahkan pengundangan 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah T<abupaten 

Agar setiap 
Peraruran iru 
Jepara. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 


